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ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika rekrutmen calon anggota legislatif di
Indonesia pada Pemilu 2024 dengan fokus pada kaderisasi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP). Rekrutmen calon anggota legislatif yang ideal
seharusnya dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi
guna menghasilkan kader yang berkualitas, berintegritas, serta mampu menjalankan
fungsi representasi publik secara optimal. Namun dalam praktiknya, proses
rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia masih menghadapi berbagai
persoalan, seperti dominasi elit partai, politik kekerabatan, patronase, politik biaya
tinggi, serta lemahnya sistem kaderisasi internal. Kondisi tersebut berdampak pada
menurunnya kualitas demokrasi dan melemahnya fungsi partai politik sebagai
sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan lain yang
berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik, meritokrasi, good governance,
serta konsep siyasah dusturiyyah khususnya teori Akl al Hall wa al‘Aqd.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan konseptual
untuk menganalisis hubungan antara mekanisme rekrutmen partai politik dengan
kualitas kader dan demokrasi internal partai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen partai politik pada Pemilu
2024 masih cenderung bersifat elitis dan pragmatis. Penentuan kandidat sering kali
dipengaruhi oleh popularitas, kekuatan modal, dan kedekatan dengan elit partai
dibandingkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan. Sistem
kaderisasi juga belum berjalan optimal sehingga partai lebih mengutamakan figur
populer daripada kader yang dibina secara berjenjang. Selain itu, dominasi elit
dalam pengambilan keputusan menyebabkan minimnya praktik demokrasi internal
partai. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip meritokrasi, good
governance, dan nilai-nilai 4hl al Hall wa al‘Aqd memiliki relevansi penting
sebagai landasan reformasi rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia.

Kata Kunci: Rekrutmen, Kaderisasi, Partai Politik, PDIP.



ABSTRACT

This study examines the challenges of legislative candidate recruitment in
Indonesia for the 2024 elections, focusing on the cadre formation of the Indonesian
Democratic Party of Struggle (PDIP). Ideally, legislative candidate recruitment
should be conducted democratically, transparently, and meritocratically to
produce qualified, high-integrity cadres capable of optimally carrying out their
public representation function. However, in practice, the legislative candidate
recruitment process in Indonesia still faces various problems, such as the
dominance of party elites, kinship politics, patronage, high-cost politics, and a
weak internal cadre formation system. These conditions have resulted in a decline
in the quality of democracy and a weakening of political parties' role as a means of
political education and national leadership recruitment.

This study employed a qualitative research method with a library research
approach. Data were obtained through a review of laws, books, scientific journals,
and other regulations related to political party recruitment systems, meritocracy,
good governance, and the concept of siyasah dusturiyyah, particularly the theory
of Ahl al-Hal wa al-'Aqd. The approach used includes normative and conceptual
juridical approaches to analyze the relationship between political party
recruitment mechanisms and the quality of cadres and internal party democracy.

The results show that political party recruitment in the 2024 Election still
tends to be elitist and pragmatic. Candidate selection is often influenced by
popularity, capital strength, and proximity to party elites rather than competence,
experience, and leadership capacity. The cadre development system is also not yet
optimal, resulting in parties prioritizing popular figures over cadres who have been
developed through a hierarchical process. Furthermore, elite dominance in
decision-making has led to minimal internal party democracy practices. This study
also found that the principles of meritocracy, good governance, and the values of
Ahl al-Halla wa al-Aqd (People of the Righteous and the Righteous) are crucial as
a foundation for legislative candidate recruitment reform in Indonesia.

Keywords: Recruitment, Cadre Development, Political Parties, PDIP.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah

Partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai
politik di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang. Latar belakang historis
PDIP dapat ditelusuri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh
tokoh-tokoh pergerakan nasional, dengan tokoh utamanya adalah Soekarno
bersama rekan-rekannya seperti Sartono dan Maskun pada tanggal 4 Juli 1927 di
Bandung'. Dalam proses penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, PNI
kemudian bergabung dengan partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
dan partai Katolik. Hasil penggabungan tersebut melahirkan partai demokrasi
Indonesia (PDI) yang secara resmi berdiri pada 10 Januari 19732 Sejak awal
pembentukannya, PDI tidak lepas dari konflik internal yang berkepanjangan yang
semakin kompleks akibat campur tangan pemerintah pada masa itu. Dalam upaya
meredam konflik tersebut, Megawati Soekarno Putri putri kedua Ir Soekarno
muncul sebagai figur yang didukung untuk memimpin PDI. Namun, rezim Orde

Baru menolak pencalonan tersebut dan secara resmi melarang dukungan terhadap

! Nukman, “Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936,” Sindang:
Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah Vol. 3:1 (Juli 2021): him. 139.

2 Hasto K, “Ideological Strengthening, Strategic Leadership, And Depersonalization: The
Transformation Of The Indonesian Democratic Party Of Struggle 1999-2019”, Cosmogov:Jurnal
1lmu Pemerintahan, Vol.8:1 (Juni 2022): hlm.53



Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang diselenggarakan pada
tanggal 2 hingga 6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya Jawa timur>.

Konflik internal PDI terus berlanjut hingga dilaksanakannya kongres PDI
pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Menjelang pelaksanaan kongres, pada
20 Juni 1996 pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan aksi unjuk rasa yang
berwujud pada bentrokan dengan aparat keamanan yang mengawal jalannya
kongres. Selanjutnya, pada Juli 1996 pemerintah Orde Baru secara resmi
mengesahkan Soerjadi sebagai ketua umum DPP PDI. Ketegangan internal dalam
tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mencapai puncaknya pada 27 Juli 1996,
yang tercermin dalam penyelenggaraan mimbar demokrasi oleh pendukung
Megawati Soekarno Putri di halaman Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI,
Jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat sebagai bentuk resistensi terhadap
dinamika konflik kepemimpinan partai. Bentrokan kemudian terjadi antara masa
pendukung Megawati dan kelompok pendukung Soerjadi yang mengenakan atribut
merah. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli atau peristiwa
Kudatuli*. Pasca peristiwa tersebut, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah
kepemimpinan Soerjadi mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara,

yang tercermin dari hanya diraihnya 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)°.

® Pdip, “Sejarah Pdi Perjuangan”, Pdip Lampung.com, (Januari 2024),
https://Pdiperjuanganlampung.ld/Sejarahpdiperjuangan/ (Accessed January 8, 2026).

4 Hasto K, “Ideological Strengthening, Strategic Leadership, And Depersonalization: The
Transformation Of The Indonesian Democratic Party Of Struggle 1999-2019”, Cosmogov:Jurnal
1lmu Pemerintahan, Vol.8:1 (Juni 2022): hlm.53

SRuslan Ismail Mage, “Peta Kekuatan Partai Islam dalam Empat Era Pemerintahan di
Indonesia,” Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3:2 (Desember 2018): hlm. 880.



Situasi politik berubah setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada
Reformasi 1998. Sejak saat itu, PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri
kembali menguat pada kongres ke-V di Denpasar, Bali dan Megawati ditetapkan
sebagai ketua umum DPP PDI untuk periode 1998-2003. Kemudian di Pemilu
1999, Megawati Soekarno Putri kemudian mengubah nama PDI menjadi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada 1 Februari 1999.
Perubahan nama tersebut disahkan oleh notaris Rahmat Samsul Rizal dan
dideklarasikan secara resmi pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta®.
Konsistensi terhadap ideologi Pancasila dan ajaran Marhaenisme dijadikan fondasi
utama dalam perjuangan partai PDIP dengan orientasi yang diarahkan pada
pembelaan terhadap kelompok masyarakat kecil. Pancasila sebagai dasar negara
diposisikan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan berbagai latar
belakang sosial, budaya, maupun ekonomi yang beragam. Peran tersebut dinilai
penting untuk membangun persatuan serta menjamin kesetaraan di tengah pluralitas
masyarakat, sehingga setiap kebijakan partai dapat dirasakan relevan dan
mencerminkan kepentingan warga secara luas’.

Marhaenisme berorientasi pada pembelaan terhadap kelompok marhaen seperti
petani dan buruh yang kerap berada di posisi marjinal dalam arus pembangunan.
Kerangka ideologis ini mendorong partai PDIP untuk memprioritaskan agenda

keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata, melalui perumusan

¢ Ruslan Ismail Mage, “Peta Kekuatan Partai Islam dalam Empat Era Pemerintahan di
Indonesia,” (Desember 2018): him. 882.

"Teofiluls Abdianto Dasal dkk, “Analisis Identifikasi Politik Pdip Dalam Pemilu 2024
(Studi Kasus Di Dapil 1 Kabupaten Manggarai Timur),” Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan
Dan Administrasi Publik Vol. 2:2 (Desember 2024): hlm. 657.



program yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Contohnya, upaya
memperluas akses pasar bagi petani serta kebijakan perlindungan harga komoditas
diposisikan sebagai langkah konkrit guna memperkuat kesejahteraan kelompok
ekonomi lemah, sehingga kebijakan partai tidak berhenti pada retorika tetapi
memberi dampak nyata®.

Rekrutmen calon anggota dari partai PDIP adalah proses pengisian jabatan-
jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau
birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik®. Objek
rekrutmen calon anggota legislatif adalah masyarakat yang memiliki hak dan
kewajiban menjadi obyek dalam rekrutmen yaitu seluruh masyarakat Indonesia
yang sah sebagai warga negara berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Rekrutmen calon anggota legislatif menjamin kontinuitas dan
kelestarian partai serta merupakan salah satu cara untuk menjadi anggota DPR RI
maupun DPRD RI. Ketiga, sebagai pengatur konflik, yaitu dalam tatanan kehidupan
yang demokratis, setiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta
memperjuangkan kepentingan masing-masing. Pengaturan konflik juga bertujuan
untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar
kelompok untuk memusyawarhkan dan mencari keputusan politik yang
memuaskan kepentingan berbagai kelompok. Keempat, sebagai sosialisasi politik,

yaitu proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu

8 Teofiluls Abdianto Dasal Dkk., “Analisis Identifikasi Politik Pdip Dalam Pemilu 2024
(Studi Kasus Di Dapil 1 Kabupaten Manggarai Timur).”

9 Catur Wibowo Bs, "Potret Rekrutmen Politik Di Indonesia", 2023 Ed. (Indocamp, T.T.),
Diakses 18 Desember 2025, Https://Bintangpusnas.Perpusnas.Go.Id/Konten/Bk48965/Potret-
Rekruitment-Politik-Di-Indonesia.



generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui
pendidikan formal dan non-formal'®.

Kaderisasi merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan partai politik
di negara demokrasi. Keberhasilan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen
calon anggota legislatif, pendidikan politik, serta regenerasi kepemimpinan sangat
ditentukan oleh kualitas proses kaderisasi yang dilaksanakan secara sistematis,
berjenjang, dan berkelanjutan. Di Indonesia, partai politik memegang peranan
sentral sebagai gatekeeper dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa, baik di
lembaga legislatif, eksekutif, maupun struktur internal partai. Namun, realitas
politik kontemporer menunjukkan bahwa proses kaderisasi seringkali berjalan tidak
ideal, cenderung pragmatis, dan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kader
yang memiliki integritas, kapasitas, dan visi kebangsaan yang kuat. Di satu sisi,
regulasi politik menempatkan partai sebagai instrumen utama dalam menyiapkan
sumber daya manusia politik.

Dinamika internal partai sering diwarnai persoalan patronase, tidak transparan,
hingga dominasi elit yang membuat proses regenerasi bersifat tertutup dan elitis.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas rekrutmen calon anggota
legislatif, maraknya politik transaksional, serta minimnya ruang pendidikan politik
bagi kader di tingkat akar rumput. Akibatnya, partai kerap gagal menjalankan
fungsi kaderisasi secara optimal sebagai pilar demokrasi yang seharusnya

menyiapkan pemimpin politik yang kompeten dan berpihak pada kepentingan

10 Ramlan Subakti, "Memahami Ilmu Politik”" (Jakarta: Grasindo, 2011),12
Http://Ilmupolitik.Unja.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2018/12/Memahami-Ilmu-Politik-Ramlan-
Surbakti.Pdf.



publik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini
tergantung dari baik tidaknya suatu partai politik. Bahkan, partai politik menjadi
satu-satunya jalan bagi para calon anggota DPR dan DPRD untuk menduduki kursi
di parlemen. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Salah satu tujuan
partai politik adalah pendidikan politik kepada masyarakat, namun saat ini partai
politik sangat jarang melakukannya.

Fenomena yang muncul pada tahun 2024 dalam sistem perpolitikan nasional
Indonesia adalah politik kartel. Menurut Kuskridho Ambardi, sistem kepartaian
Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan sejumlah karakteristik yang mengarah
pada terbentuknya pola politik kartel. Indikasi tersebut terlihat dari lima aspek
utama, yaitu menurunnya signifikansi ideologi dalam menentukan arah koalisi
partai, terbukanya peluang pembentukan koalisi secara fleksibel, lemahnya fungsi
oposisi, terbatasnya pengaruh hasil pemilu terhadap perilaku partai politik, serta
kecenderungan partai-partai untuk bertindak secara kolektif. Kondisi ini
menunjukkan adanya penyimpangan dari karakteristik sistem kepartaian yang
kompetitif, karena kerja sama antarpartai lebih dominan dibandingkan persaingan
politik yang seharusnya menjadi ciri utama demokrasi'!. Bahkan, politik menjadi
profesi dalam dirinya, dan yang menjadi masalah utamanya antara lain adalah

ideologi partai, kurang berkualitasnya sistem pengadministrasian dan pola

' Kuskridho A, Mengungkap Politik Kartel, cet.ke-1 (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2020) hlm: 71



rekrutmen serta kaderisasi anggota partai politik.!? Politik kekerabatan tampak jelas
dalam struktur dan dinamika internal PDI Perjuangan, di mana garis keturunan
Soekarno memiliki posisi yang sangat dominan dalam kepemimpinan dan distribusi
jabatan strategis partai. Dominasi tersebut tidak hanya terpusat pada sosok
Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, tetapi juga berlanjut secara berlapis
kepada anggota keluarga inti dan kerabat dekatnya yang menempati posisi penting
dalam struktur partai maupun jabatan publik. Pola ini menunjukkan bahwa PDIP
tidak sepenuhnya melepaskan diri dari praktik pewarisan politik berbasis keluarga.
Puan Maharani anak dari ketua umum Megawati Soekarno Putri menjadi
contoh paling nyata dari kesinambungan politik kekerabatan tersebut. Terjun ke
PDIP pasca Reformasi 1998 Puan memperoleh eksposur politik yang signifikan,
baik melalui pendampingan Megawati dalam aktivitas kenegaraan maupun melalui
penugasan strategis di internal partai. Penunjukannya sebagai figur penerus
Megawati pada tahun 2008 pencalonannya pada Pemilu 2009 dengan perolehan
suara tinggi di Jawa Tengah serta perjalananya menduduki jabatan ketua fraksi
PDIP, menteri koordinator, hingga ketua DPR RI, memperlihatkan bahwa jalur
karir politiknya berjalan seiring dengan posisi sentral keluarganya dalam partai.!3
. Pokok Masalah

1. Bagaimana Sistem Rekrutmen Partai PDIP Pada Pemilu 2024?

12 Ristyawati, “Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan
Pelembagaan Sistem Demokrasi.” Administrative Law And Governance Journal Vol 2:4 hlm. 712
13 Hendrik K, “Trah Sukarno Di Pdip Dari Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo
Hingga Puti Guntur Soekarno”, Tempo.Co (Juni, 2023), Https://Www.Tempo.Co/Politik/Trah-
Sukarno-Di-Pdip-Dari-Megawati-Puan-Maharani-Prananda-Prabowo-Hingga-Puti-Guntur-
Soekarno-177229 (Accessed, Januari 8, 2026)



2. Bagaimana Konsep dan Model Reformasi Rekrutmen Partai Politik Yang Ideal
Untuk Mewujudkan Kader Yang Berkualitas Di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menelaah bagaimana rekrutmen
partai politik yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi yang
berimplikasi terhadap kualitas demokrasi serta melemahkan fungsi representasi
dalam lembaga perwakilan. Melalui penelitian ini, penulis juga bertujuan untuk
merumuskan konsep serta model pembenahan rekrutmen partai politik yang
ideal di Indonesia. Sehingga, penelitian diharapkan mampu menampilkan suatu
gagasan konseptual mengenai desain rekrutmen yang lebih demokratis,
transparan, akuntabel, serta berbasis meritokrasi guna mendorong lahirnya kader
dan wakil rakyat yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas dalam
menjalankan tugasnya.

2. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian
ini berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik dan hukum tata negara,
khususnya terkait fungsi kelembagaan partai politik serta mekanisme rekrutmen
kader dalam sistem demokrasi, sekaligus memperkaya literatur mengenai
hubungan antara tata kelola rekrutmen calon anggota legislatif dan kualitas
representasi publik di lembaga perwakilan. Secara praktis, penelitian ini
memberikan rujukan bagi partai politik dalam merancang sistem rekrutmen yang
lebih transparan dan berbasis meritokrasi, serta menjadi bahan pertimbangan
bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat kualitas demokrasi dan fungsi

representasi politik



D. Telaah Pustaka

Pertama, studi mengenai “Prinsip-prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai
Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di
Indonesia”, yang ditulis oleh Else Suhaimi dalam Jurnal Tripantang!# Tulisan
tersebut menemukan bahwa problem utama rekrutmen politik di Indonesia bukan
terletak pada aturan konstitusional ataupun kerangka undang-undang yang telah
menyediakan ruang demokratis, tetapi pada ketiadaan prinsip dan standar
rekrutmen politik yang baku dalam AD/ART partai-partai.

Temuan ini menegaskan bahwa rekrutmen yang seharusnya menjadi
mekanisme strategis penyediaan calon pejabat publik justru berubah menjadi
proses pragmatis yang ditentukan oleh kepentingan elite, minim kriteriaisasi
kandidat, dan rentan terhadap praktik seperti dinasti politik, mahar politik, serta
naturalisasi kader. Namun, tulisan ini masih lemah karena lebih banyak
mendeskripsikan kondisi normatif dan kerangka hukum tanpa didukung data
empiris, sehingga belum menunjukkan seberapa besar disfungsi tersebut terjadi
antarpartai atau bagaimana variasi sistem internal memengaruhi kualitas kader.
Selain itu, tulisan ini belum merumuskan indikator konkrit untuk mengukur
keberhasilan rekrutmen ataupun membuktikan bahwa AD/ART seluruh partai
benar-benar tidak mengatur mekanisme itu secara memadai, sehingga analisisnya

berhenti pada asumsi umum tanpa verifikasi sistematis.

4 Suhaimi E, "Prisnip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan I1dil
Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia", Jurnal Tripantang Vol.7:1,
(November 2023) him.112



Gap Research dalam tesis ini menegaskan bahwa rekrutmen harus
berlandaskan prinsip keterbukaan, kompetensi, dan keberlanjutan agar partai
mampu melahirkan kader yang berkualitas. Namun, realitas di Indonesia
menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih sering diwarnai kepentingan elite,
patronase, dan orientasi kekuasaan sehingga tidak berjalan sesuai prinsip ideal
tersebut. Dengan demikian, jurnal ini menyoroti bahwa kualitas demokrasi sangat
ditentukan oleh seberapa baik partai menjalankan fungsi rekrutmennya secara
transparan, meritokratis, dan bebas dari dominasi kelompok tertentu.

Kedua, Karya tulis berupa buku Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru
International IDEA” karya Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis (edisi
terjemahan Perludem, 2016) adalah panduan komprehensif tentang bagaimana
sistem pemilu dirancang, diterapkan, dan dievaluasi untuk memperkuat demokrasi
yang representatif dan stabil.!> bahwa penelitian tersebut menemukan bahwa
kualitas sistem pemilu Indonesia sangat ditentukan oleh desain kelembagaannya
mulai dari penataan sistem kepartaian, format pemilihan, hingga konfigurasi
lembaga penyelenggara.

Buku ini menegaskan bahwa persoalan politik elektoral Indonesia bukan
semata-mata soal kontestasi, tetapi lebih pada bagaimana aturan, struktur, dan
mekanisme institusional membentuk perilaku peserta pemilu serta memengaruhi
kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain

sistem pemilu yang tidak konsisten, sering berubah, dan tidak berbasis evaluasi

5 Reynolds A, Dkk, "Desain Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional Idea",
terj.(International Idea: Stockholm), HIm.5 Https://Share.Google/Wspr7hwdec8yz3zwf (Accessed
9 Agustus 2025)
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ilmiah membuat pemilu rentan terhadap distorsi, seperti lemahnya akuntabilitas
kandidat, minimnya pendidikan politik, dan menguatnya transaksi kekuasaan.
Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah pemetaan komprehensif
mengenai bagaimana arsitektur kelembagaan pemilu memproduksi efek-efek
tertentu pada representasi politik, stabilitas sistem, dan perilaku partai. Berangkat
dari kelemahan tersebut, jelas bahwa penelitian penulis memiliki arah yang
berbeda secara fokus maupun tingkat analisis.

Jika Desain Sistem Pemilu menempatkan persoalan pemilu pada kerangka
makro kelembagaan, penelitian penulis justru menyoroti lapisan mikro yang
selama ini kurang disentuh, yaitu bagaimana manajemen rekrutmen internal partai
politik memengaruhi kualitas kader yang tampil sebagai calon pejabat publik.
Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan dinamika organisasi,
mekanisme kaderisasi, pola seleksi kandidat, serta dampak langsungnya terhadap
mutu representasi politik pasca Pemilu 2024. Sehubungan dengan itu, penulis
memandang bahwa analisis dalam tulisan ini menunjukkan perbedaan penekanan
dibandingkan dengan buku Desain Sistem Pemilu, karena penelitian penulis tidak
berhenti pada desain institusional semata, tetapi masuk pada proses internal yang
menentukan kompetensi dan integritas kader yang diusung partai politik.

Ketiga, karya tulis berupa jurnal dari Majalah Hukum Nasional, yang ditulis
oleh Fikri hadi dan Farina Gandriyani dengan judul “Penguatan kaderisasi partai

politik melalui pemberlakuan syarat masa keanggotaan partai politik dalam
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pemilihan legislatif”.' Esensi penelitian ini adalah mengkaji pentingnya
penguatan kaderisasi partai politik melalui pemberlakuan syarat masa
keanggotaan minimal bagi calon anggota legislatif di Indonesia. Penelitian ini
menyoroti bahwa partai politik memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan
dan demokrasi Indonesia sebagai sarana partisipasi politik dan rekrutmen calon
pemimpin.

Namun, praktik kaderisasi saat ini masih lemah dan cenderung pragmatis,
dengan partai politik sering merekrut calon legislatif secara instan berdasarkan
popularitas atau kekuatan finansial, seperti artis atau keluarga pejabat, bukan
berdasarkan kaderisasi ideologis dan kualitas politik. Sedangkan perbedaan
penelitian yang akan diteliti terletak pada peran partai politik dalam sistem
demokrasi konstitusional yang terjebak dalam praktik oligarki, politik biaya
tinggi, serta dominasi elit dan ketua umum partai. Penelitian ini menyoroti
bagaimana struktur kekuasaan yang terpusat, mekanisme rekrutmen yang
didominasi oleh kelompok elit, dan sistem pemilu proporsional terbuka
berdampak pada kualitas demokrasi dan representasi politik.

Konteksnya tidak hanya kaderisasi, tetapi juga bagaimana oligarki dan
politik dinasti melemahkan fungsi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Penelitian ini juga membahas problematika korupsi, konflik internal partai, dan
lemahnya pendidikan politik internal. Jika penelitian dalam jurnal tersebut

mengarahkan fokusnya pada syarat pencalonan dalam sistem proporsional

16 Hadi F, DKk, "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa
Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 54:2,
(Desember 2024), hlm.159
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terbuka sebagai bagian dari desain institusional pemilu, penelitian penulis justru
mengkaji persoalan yang lebih mendasar dan bersifat internal, yaitu bagaimana
manajemen rekrutmen partai politik membentuk kualitas kader yang kemudian
menjadi calon pejabat publik.

Penelitian penulis menyoroti problem yang tidak dibahas dalam jurnal
rujukan, seperti ketidakteraturan proses kaderisasi, lemahnya standar
meritokrasi, dominasi elit dalam seleksi kandidat, serta dampak langsungnya
terhadap kualitas kader yang tampil pada Pemilu 2024. Sehubungan dengan hal
tersebut, penulis memandang bahwa arah analisis dalam penelitian ini berbeda
dengan jurnal rujukan karena penelitian penulis tidak hanya menyoroti aspek
normatif dari syarat pencalonan, tetapi masuk lebih dalam pada proses organisasi
partai yang justru menentukan kualitas calon yang muncul ke permukaan.
Penelitian penulis berangkat dari premis bahwa kualitas rekrutmen internal jauh
lebih menentukan kualitas demokrasi dibandingkan sekadar kuat atau lemahnya
persyaratan administratif pencalonan

Keempat, karya tulis dari Ali Akbhar Abaib dengan judul “Ilmu Hukum
Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum tata
Negara di Indonesia”,!” Esensi dari buku ini terletak pada upaya mengintegrasikan
antara ilmu hukum tata negara modern dengan prinsip-prinsip siyasah
dusturiyyah, terutama dalam prinsip 4kl al-Hall wa al-‘Agd Buku ini menyoroti

bahwa praktik hukum dan ketatanegaraan di Indonesia selama ini terlalu

17 Akhbar A, "llmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan
Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia", (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), him. 25.
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didominasi oleh paradigma positivistik dan sekuler, yang menjadikan hukum
hanya sebagai produk politik dan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai
moral dan spiritual. Akibatnya, hukum sering kehilangan ruh keadilan yang
sejati dan cenderung berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Melalui
pendekatan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd Akhbar Ali mengemukakan suatu kerangka
pemikiran bahwa pelaksanaan hukum idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip
syariat Islam yang menitikberatkan pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan
masyarakat sebagai orientasi utama. Buku ini juga menegaskan bahwa kekuasaan
dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan
untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok!.
Oleh sebab itu, hukum dan pemerintahan seharusnya tidak dilepaskan dari
prinsip magashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam untuk menjaga
agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Akhbar Ali berpendapat bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam konsep A4l al-Hall wa al- ‘Aqd tidak bersifat kontradiktif
dengan Pancasila maupun Konstitusi Indonesia, karena keduanya sama-sama
mengandung prinsip ketuhanan serta keadilan sosial sebagai landasan normatif
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian, penerapan
prinsip-prinsip Ahl al-Hall wa al-‘Aqd dapat memperkuat moralitas hukum
nasional serta menuntun penyelenggara negara untuk lebih berintegritas dan

bertanggung jawab.

18 Akhbar A, "limu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan
Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia hlm.27
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E.

1.

Perbedaan dengan penelitian penulis yang bersifat kritis terhadap praktik
demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat terdistorsi oleh kekuasaan
ketua umum partai, kepentingan modal, serta sistem proporsional terbuka yang
mendorong pragmatisme politik. Meskipun buku ini menempatkan esensinya
pada integrasi antara hukum tata negara modern dan prinsip-prinsip siyasah
dusturiyyah, khususnya melalui konsep Ahl al-Hall wa al- ‘Aqd yang menekankan
moralitas, amanah, dan maqashid al-syariah sebagai dasar normatif
penyelenggaraan kekuasaan, fokus tersebut berbeda secara fundamental dengan
penelitian penulis.

Penelitian ini justru menyoroti kelemahan internal demokrasi konstitusional
Indonesia yang bukan terletak pada absennya nilai moral dalam hukum,
melainkan pada distorsi kedaulatan rakyat akibat dominasi ketua umum partai,
penetrasi kepentingan modal, serta pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam
sistem proporsional terbuka yang mendorong pragmatisme dan mengabaikan
meritokrasi. Dengan demikian, ketika buku tersebut mengajukan kerangka etis-
politis berbasis syariat sebagai jawaban atas persoalan ketatanegaraan, penelitian
penulis menekankan perlunya pembenahan manajemen rekrutmen partai politik
melalui standar meritokratis yang terukur dan institusional untuk memperbaiki
kualitas kader pasca Pemilu 2024
Kerangka Teori

Teori Meritokrasi dan Relevansinya dalam Rekrutmen Calon Anggota

Legislatif
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Meritokrasi berasal dari istilah merit dalam bahasa Inggris yang bermakna
nilai, keunggulan, atau kualitas yang layak memperoleh penghargaan. Menurut
Wungu, sistem Meritokrasi dipahami sebagai pola pengelolaan sumber daya
manusia yang bertumpu pada prestasi individu, konsep ini pertama kali
diperkenalkan oleh sosiologi Michael yong pada tahun 1958 melalui esai satir
berjudul The Rise of the Meritocracy".

Teori meritokrasi menekankan bahwa distribusi posisi dan kekuasaan
seharusnya didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan integritas individu,
bukan pada faktor kedekatan personal, patronase, atau kekuatan modal. Dalam
kerangka ini, meritokrasi menjadi instrumen normatif untuk mendorong
terciptanya tata kelola politik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada
kepentingan publik. Relevansinya dalam rekrutmen calon anggota legislatif
terletak pada upaya memastikan bahwa proses seleksi kader dan calon pejabat
publik dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga menghasilkan
representasi politik yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, penerapan
meritokrasi seringkali menghadapi hambatan struktural, seperti dominasi elit
partai, politik uang, dan lemahnya mekanisme internal partai yang demokratis.
Oleh karena itu, meritokrasi tidak hanya dipahami sebagai prinsip seleksi, tetapi
juga sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana partai politik mampu
menjalankan fungsi rekrutmen secara adil dan berorientasi pada kualitas

kepemimpinan.

19 Jiwo Wungu Dan Hartanto, Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit System
(Jakarta: Raja Grafinda,Persada 2003), 8
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Banyak pembahasan berhenti pada asumsi bahwa meritokrasi otomatis
menghasilkan keadilan dan kualitas. Itu keliru. Standar “merit” sendiri tidak
pernah netral, ia ditentukan oleh aktor yang berkuasa di dalam partai. Akibatnya,
indikator seperti kapasitas, pengalaman, atau elektabilitas kerap dimanipulasi
untuk melegitimasi kandidat yang sebenarnya dipilih karena loyalitas atau
kedekatan dengan elit sehingga meritokrasi berubah fungsi dari prinsip seleksi
objektif menjadi alat justifikasi politik. Penerapan meritokrasi dalam rekrutmen
calon anggota legislatif juga menghadapi dilema antara profesionalisme dan
representasi. Penekanan yang terlalu besar pada kualifikasi teknokratis berisiko
mengabaikan aspek keterwakilan sosial, seperti gender, kelas, atau kelompok
minoritas. Sebaliknya, jika representasi hanya didasarkan pada identitas tanpa
standar kompetensi yang jelas, kualitas kepemimpinan dapat menurun.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa meritokrasi tidak bisa diterapkan secara
kaku, melainkan harus diintegrasikan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan
sosial?’.

Teori Good Governance

Istilah Good Governance berakar dari bahasa latin Gubernare yang
kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi govern. Kata tersebut
bermakna mengemudikan, mengarahkan, atau mengatur. Dalam penggunaan

utamanya, istilah ini merujuk pada tindakan memerintah dengan otoritas atau

20 Mohamad Munir dkk., “Rekrutmen Berdasarkan Meritokrasi Dan Dampaknya Terhadap

Tata Kelola Desa Di Indonesia,” Moderat : Jurnal llmiah Ilmu Pemerintahan Vol.11:4 (November
2025) hlm1335.
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kewenangan yang sah®!. Good Governance merupakan konsep tata kelola yang
menekankan bagaimana kekuasaan dijalankan dan keputusan diambil secara
bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Konsep ini tidak hanya berbicara tentang hasil akhir kebijakan, tetapi juga
menilai proses dibaliknya apakah partisipatif, tata aturan, akuntabel, efektif, dan
adil. Dalam kerangka ini, lembaga atau organisasi dituntut untuk membuka akses
informasi, memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, serta
menjamin bahwa seluruh pihak diperlakukan secara setara. Demikian good
governance menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola baik di
sektor pemerintahan maupun dalam organisasi politik, karena yang menekankan
keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kepentingan
masyarakat luas??.

Secara konseptual prinsip good governance seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan dapat
dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas manajemen internal partai. Dalam
konteks manajemen partai politik transparansi tercermin dari keterbukaan proses
rekrutmen dan penetapan calon. Akuntabilitas terlihat dari kejelasan siapa yang
bertanggung jawab atas keputusan strategis. Partisipasi diukur melalui sejauh

mana struktur daerah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

HWwikipedia, “Tata Kelola Yang Baik”, Wikipedia.Com (Desember 2025),
Https://1d. Wikipedia.Org/Wiki/Tata Kelola Yang Baik (Accessed 10 Januari 2026)

22 Akadun, “Good Governance”, Sosiohumaniora : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan
Humaniora, Vol.9:1 (Maret 2007), him:38
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Sementara efektifitas berkaitan dengan kemampuan partai menghasilkan
kandidat yang kompeten dan elektabel??.
3. Teori Ahl al- Hall wa-al ‘Aqd

Dalam hukum dan politik Islam, teori A4/ al- Hall wa-al ‘Agd mengacu pada
kelompok orang yang memiliki otoritas untuk "melonggarkan dan mengikat",
atau membuat keputusan yang mengikat masyarakat atau umat. Ah/ al Hall wa
al ‘Aqd berasal dari tiga kata Arab: "Ahl" berarti orang-orang yang berhak atau
memiliki; "Halli" berarti melepaskan, memutuskan, atau menyesuaikan; dan
"Agd" berarti mengikat atau membentuk. Dengan demikian, istilah ini
menggambarkan orang-orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan
dan mengikat keputusan atas nama umat. Akl al- Hall wa-al ‘Aqd dalam literatur
fikih siyasah (hukum politik Islam) adalah lembaga perwakilan umat yang
menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat. Mereka juga memiliki
wewenang untuk memilih, memutuskan, dan menetapkan kebijakan penting,
seperti memilih pemimpin, seperti khalifah. Ah/ al- Hall wa-al ‘Aqd menurut
ulama seperti Abd al-Hamid Anshori, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk
merumuskan dan memutuskan kebijakan berdasarkan prinsip musyawarah (atau
shura). Imam al-Mawardi melihat kelompok ini sebagai wakil umat yang

bertanggung jawab untuk menyuarakan ide-ide umat, dan Abu A'la al-Maududi

23 Sintia Wahyu Pratiwi, Ferida Asih Wilujeng, dan Jalu Sora Wicitra, “Implementasi
Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran,” Konstitusi : Jurnal Hukum,
Administrasi Publik, dan llmu Komunikasi Vol.2:4 (Oktober 2025): 132-43.
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melihat kelompok ini sebagai lembaga legislatif atau penengah yang
memberikan fatwa dan keputusan.?*
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dengan
jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah
berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan,
untuk memperoleh data serta landasan teoritis yang digunakan dalam
menganalisis permasalahan penelitian. Metode ini dipilih karena permasalahan
yang dikaji lebih bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris, sehingga
analisis difokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari literatur dan
dokumen resmi.

Tujuan utama penelitian kepustakaan ini adalah untuk menemukan
keterkaitan antara pengaturan hukum dan teori politik Islam dengan praktik
rekrutmen kader partai politik di Indonesia, khususnya setelah Pemilu 2024.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik
dan pemilihan umum di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan
untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan manajemen rekrutmen calon
anggota legislatif, sistem kepartaian, meritokrasi, serta prinsip-prinsip siyasah

dusturiyyah, khususnya teori Ahl al- Hall wa-al‘Aqd dalam konteks

24 Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam", Jurnal
Qalamuna, Vol.11:2, (2019)
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pembentukan pemimpin dan kader politik yang berintegritas. Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder.

Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum penyelenggaraan partai politik dan pemilu, antara lain
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang mengatur pencalonan,
verifikasi, dan pengawasan partai politik. Selain itu, penelitian ini juga menelaah
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK Nomor 55/PUU-
XVII/2019 tentang sistem proporsional terbuka, yang relevan dalam menilai
mekanisme rekrutmen dan representasi politik di Indonesia. Sedangkan sumber
hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku
ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi
seperti Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian
Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat
Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beberapa referensi
ilmiah berasal dari jurnal seperti Jurnal Politika, jurnal demokrasi dan politik
lokal serta artikel maupun website resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, pada

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih

terperinci dari setiap bab nya. Bab pertama, pendahuluan berisikan latar
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belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kemudian telaah pustaka, selanjutnya kerangka teoritik, metode penelitian, dan
terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan dalam
penelitian. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu Teori
Meritokrasi, Teori Good governance, dan Teori Ahl al- Hall wa-al ‘Aqd

Bab ketiga, dalam penelitian ini berisi pemaparan data dan fakta yang
diperoleh penulis melalui berbagai sumber penelitian baik berupa peraturan
perundang undangan literatur dokumen maupun data pendukung lainnya yang
relevan dengan objek kajian Selain itu bab ini juga memuat hasil pengumpulan
data terkait permasalahan yang diteliti sebagai dasar dalam melakukan analisis
terhadap pokok pembahasan penelitian sehingga dapat mendukung pembahasan
secara sistematis dan komprehensif

Bab keempat dalam penelitian ini berisi analisis terhadap data dan fakta
yang telah dipaparkan pada bab ketiga Analisis dilakukan untuk mengkaji
permasalahan penelitian secara lebih mendalam dengan menggunakan
pendekatan dan pisau analisis yang relevan Selain itu bab ini juga membahas
mengenai gambaran rekrutmen calon anggota legislatif yang ideal serta
perbandingan dengan sistem di negara lain sebagai bahan analisis dan evaluasi
guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian
penelitian

Bab kelima dalam penelitian ini berisi penutup dan kesimpulan yang

merupakan rangkuman dari hasil penelitian, serta saran yang disusun
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berdasarkan temuan penelitian guna memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem
rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) pada Pemilu 2024 secara formal telah memiliki tahapan yang relatif
sistematis melalui proses penjaringan, penyaringan, pendidikan politik,
psikotes, hingga penetapan calon. Namun, dalam praktiknya proses tersebut
masih menunjukkan dominasi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
dan elit partai dalam menentukan kandidat akhir, sehingga prinsip
meritokrasi, demokrasi internal, dan transparansi belum sepenuhnya
terlaksana secara optimal. Meskipun kaderisasi berjenjang telah diatur dalam
AD/ART partai, hubungan antara proses kaderisasi dan peluang pencalonan
belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, rekrutmen politik masih
dipengaruhi oleh faktor elektabilitas, popularitas, modal politik, kedekatan
dengan elit, serta kecenderungan politik kekerabatan yang berpotensi
menggeser prinsip kompetensi dan kapasitas sebagai dasar utama seleksi
kandidat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Reformasi rekrutmen partai
politik yang ideal harus diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi melalui
kaderisasi yang berjenjang dan wajib, penerapan standar kompetensi yang
terukur, pembatasan rekrutmen instan, penguatan mekanisme fit and proper

test, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi
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kandidat. Selain itu, prinsip-prinsip Good Governance dan konsep Ahl al-
Hall wa-al ‘Aqd dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun sistem
rekrutmen yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas
kader. Dengan demikian, partai politik tidak lagi menjadi instrumen yang
dikuasai oleh kepentingan elit atau modal semata, melainkan berfungsi
sebagai lembaga kaderisasi yang mampu melahirkan pemimpin yang
kompeten, berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu
mewujudkan representasi politik yang lebih berkualitas dalam sistem
demokrasi Indonesia.
B. Saran
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlu memperkuat sistem
kaderisasi sebagai jalur utama dalam pengisian jabatan calon anggota
legislatif. Kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun
kepala daerah sebaiknya diwajibkan menempuh jenjang kaderisasi
tertentu dan memiliki masa pengabdian minimal di dalam partai.
Kebijakan ini penting untuk mengurangi praktik rekrutmen instan yang
berpotensi melemahkan loyalitas organisasi serta mengabaikan kader
yang telah melalui proses pembinaan secara berkelanjutan. Kebijakan ini
penting karena jabatan politik yang diisi melalui partai politik pada
dasarnya tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memenangkan
pemilu, tetapi juga pemahaman terhadap ideologi partai, komitmen
terhadap kepentingan publik, serta kemampuan menjalankan fungsi

pemerintahan dan legislasi secara efektif. Melalui proses kaderisasi yang
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berjenjang, partai memiliki kesempatan untuk menilai integritas,
kapasitas, loyalitas, dan rekam jejak kader secara lebih objektif sebelum
memberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan politik. Selain itu,
penerapan masa pengabdian minimum juga dapat memperkuat
institusionalisasi partai dengan memberikan penghargaan terhadap kader
yang telah berkontribusi secara konsisten dalam organisasi.

. PDIP perlu menerapkan mekanisme seleksi yang lebih objektif melalui
standar kompetensi yang jelas, seperti fit and proper test, rekam jejak
integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta
pemahaman terhadap fungsi legislasi dan pemerintahan. Dengan
demikian, proses rekrutmen tidak hanya bertumpu pada popularitas,
elektabilitas, ataupun kekuatan modal politik, tetapi juga
mempertimbangkan kualitas substantif calon yang akan mengemban
jabatan publik. Kebijakan ini penting karena anggota legislatif dituntut
mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta pengelolaan fungsi
anggaran. Sementara itu, kepala daerah dituntut memiliki kemampuan
kepemimpinan, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam
mengelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penerapan standar
kompetensi yang jelas melalui fit and proper test, penilaian rekam jejak
integritas, pengalaman organisasi, dan pemahaman terhadap tata kelola

pemerintahan menjadi penting untuk memastikan bahwa kandidat yang
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diusung tidak hanya memiliki daya tarik elektoral, tetapi juga memiliki

kapasitas substantif dalam menjalankan amanah publik.
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